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Abstract. This study aims to examine the legal status, evidentiary strength, and effectiveness of litigation in 

resolving disputes arising from oral agreements concerning the use of land rights as collateral within the 

Indonesian legal system. The research is motivated by the inconsistency between the Indonesian Civil Code, which 

recognizes the validity of oral agreements based on the principle of consensualism, and Law Number 4 of 1996 

on Mortgage Rights, which requires specific formal procedures for establishing land rights as debt security. This 

study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis 

is based on primary, secondary, and tertiary legal materials examined through qualitative methods. The findings 

reveal that oral agreements concerning land rights as collateral are legally valid and binding under civil law, 

provided they satisfy the legal requirements stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Nevertheless, 

such agreements only create obligatory legal relationships and cannot establish proprietary security rights in the 

form of Mortgage Rights because they do not fulfill the formal requirements of executing a Deed of Granting 

Mortgage Rights (APHT) and registering it with the land office. Furthermore, the evidentiary value of oral 

agreements is relatively weak due to the absence of authentic written evidence, making proof heavily dependent 

on witness testimony, party admissions, and other evidence presented during litigation. Therefore, harmonizing 

the relevant legal framework is essential to ensure greater legal certainty, justice, and legal protection for all 

parties.  
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum, kekuatan pembuktian, serta efektivitas 

penyelesaian sengketa terhadap perjanjian penjaminan hak atas tanah yang dibuat secara lisan dalam sistem 

hukum Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakselarasan norma antara Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang mengakui keabsahan perjanjian lisan berdasarkan asas konsensualisme dan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mewajibkan pemenuhan persyaratan formal dalam 

pembebanan hak atas tanah sebagai jaminan utang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian penjaminan hak atas tanah 

yang dibuat secara lisan tetap sah dan mengikat secara perdata sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, perjanjian tersebut hanya menimbulkan hubungan hukum yang 

bersifat obligatoir dan tidak dapat melahirkan Hak Tanggungan karena tidak memenuhi syarat formal berupa Akta 

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan pendaftaran pada kantor pertanahan. Selain itu, kekuatan pembuktian 

perjanjian lisan relatif lemah karena bergantung pada saksi, pengakuan para pihak, serta alat bukti lain di 

persidangan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi juga belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum 

yang optimal akibat kendala pembuktian dan belum harmonisnya pengaturan hukum. Oleh karena itu, diperlukan 

harmonisasi regulasi guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak. 

 

Kata Kunci: Hak Atas Tanah; Hak Tanggungan; Perjanjian Lisan; Perlindungan Hukum; Sengketa. 

 

1. LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat) yang menjunjung tinggi kepastian, 

keadilan, dan ketertiban dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Segala bentuk 

kepemilikan, termasuk atas tanah dan bangunan, diatur secara tegas dalam peraturan 

perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, 
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yang memberikan dasar hukum mengenai hak, kewajiban, serta tata cara penguasaan, 

pemanfaatan, dan pemindahan hak atas tanah. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan 

kepastian hukum bagi setiap warga negara, menghindari konflik kepemilikan, dan memastikan 

penggunaan sumber daya alam secara adil serta berkelanjutan.  

 Manusia sebagai makhluk sosial pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri tanpa 

berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi tersebut 

menimbulkan berbagai hubungan hukum yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia, baik kebutuhan ekonomi, sosial, maupun kepentingan lainnya. Hubungan hukum 

tersebut pada umumnya diwujudkan dalam bentuk perjanjian yang disepakati oleh para pihak 

yang terlibat. Perjanjian merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat karena melalui perjanjian para pihak dapat mengatur hak dan kewajiban masing-

masing secara jelas dan mengikat. Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjadi dasar utama bagi pengaturan hubungan 

hukum privat. Perjanjian tidak hanya dipahami sebagai suatu bentuk kesepakatan formal yang 

dituangkan secara tertulis, tetapi juga dapat terjadi secara lisan sepanjang memenuhi syarat 

sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Oleh karena itu, dalam praktik kehidupan masyarakat, berbagai bentuk perjanjian sering kali 

dilakukan secara sederhana, bahkan hanya melalui kesepakatan lisan tanpa disertai bukti 

tertulis yang kuat. 

 Salah satu bentuk perjanjian yang sering terjadi dalam praktik masyarakat adalah 

perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan atau pemberian jaminan terhadap suatu utang. 

Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk 

memberikan kepastian dan perlindungan bagi kreditur terhadap pelunasan utang debitur. 

Konsep mengenai jaminan ini diatur dalam berbagai ketentuan hukum, baik dalam hukum 

perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Secara umum, jaminan dapat 

dibedakan menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Dalam praktiknya, jaminan 

kebendaan sering kali menggunakan objek berupa benda tidak bergerak, salah satunya adalah 

tanah. Tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga sering dijadikan sebagai objek 

jaminan dalam berbagai transaksi utang piutang. Penggunaan tanah sebagai objek jaminan pada 

dasarnya memerlukan pengaturan hukum yang jelas agar dapat memberikan kepastian hukum 

bagi para pihak yang berkepentingan. 

 Pengaturan mengenai hak atas tanah dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang 

dikenal dengan istilah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini menjadi 
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landasan utama dalam pengaturan mengenai hak-hak atas tanah di Indonesia, termasuk 

mengenai penguasaan, pemanfaatan, serta perlindungan hukum terhadap tanah.  Penggunaan 

tanah sebagai objek jaminan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Undang-

undang ini mengatur mengenai lembaga jaminan kebendaan yang dikenal dengan istilah Hak 

Tanggungan.  

 Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembebanan hak tanggungan merupakan 

mekanisme hukum yang memberikan jaminan kepastian bagi kreditur dalam hal debitur tidak 

memenuhi kewajibannya. Dalam praktiknya, pembebanan hak tanggungan harus dilakukan 

melalui prosedur tertentu, termasuk pembuatan akta oleh pejabat yang berwenang dan 

pendaftaran pada kantor pertanahan. Namun demikian, dalam kehidupan masyarakat masih 

sering ditemukan praktik penjaminan tanah yang dilakukan secara sederhana melalui perjanjian 

lisan tanpa mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan. Kondisi inilah yang kemudian berpotensi menimbulkan sengketa hukum di 

kemudian hari, khususnya terkait dengan keabsahan dan kekuatan mengikat dari perjanjian 

lisan yang dijadikan dasar penjaminan hak atas tanah. 

 Prinsip dasar yang mengatur mengenai keabsahan suatu perjanjian dapat ditemukan 

dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan empat syarat 

sahnya suatu perjanjian. Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian 

diperlukan empat syarat, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk 

membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. 

 Keempat syarat tersebut merupakan unsur fundamental yang harus dipenuhi agar suatu 

perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Dua syarat pertama, yaitu 

kesepakatan dan kecakapan, sering disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan 

para pihak yang membuat perjanjian. Sementara itu, dua syarat penggunaan lainnya, yaitu suatu 

hal tertentu dan sebab yang halal, disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan objek 

dan tujuan dari perjanjian tersebut. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian 

tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian 

tersebut batal demi hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia 

memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai keabsahan suatu perjanjian, termasuk 

perjanjian yang dilakukan secara lisan. Selain ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian, 

hukum perdata Indonesia juga mengenal asas kebebasan berkontrak yang memberikan 

kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian yang 

mereka buat.  
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 Kebebasan dalam membuat perjanjian tersebut juga membuka kemungkinan bagi 

masyarakat untuk melakukan perjanjian secara sederhana, termasuk melalui kesepakatan yang 

dilakukan secara lisan. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, perjanjian lisan sering kali dipilih 

karena dianggap lebih praktis, cepat, serta didasarkan pada kepercayaan antara para pihak. 

Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, perjanjian lisan pada dasarnya tetap dapat 

memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan para pihak menjadi 

unsur yang sangat penting karena menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara mereka. 

Namun demikian, perjanjian lisan sering menimbulkan permasalahan dalam hal pembuktian 

apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Ketiadaan bukti tertulis sering kali menyulitkan 

pihak yang dirugikan untuk membuktikan adanya hubungan hukum yang telah disepakati 

sebelumnya. 

 Bukti tulisan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pembuktian di 

pengadilan. Dalam praktik hukum, perjanjian tertulis sering kali dianggap memiliki kekuatan 

pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan perjanjian lisan. Dalam sengketa yang 

berkaitan dengan perjanjian lisan, para pihak biasanya harus mengandalkan alat bukti lain 

seperti keterangan saksi atau pengakuan pihak lawan untuk membuktikan adanya kesepakatan 

yang telah terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum tidak melarang adanya 

perjanjian lisan, namun dari segi pembuktian perjanjian tersebut memiliki tingkat kerentanan 

yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan perjanjian tertulis. 

 Hukum Indonesia pada dasarnya telah mengatur mekanisme khusus yang harus 

dipenuhi agar suatu tanah dapat dijadikan sebagai jaminan utang secara sah. Ketentuan tersebut 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan 

Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pemberian hak tanggungan tidak dapat berdiri 

sendiri, melainkan harus didasarkan pada suatu perjanjian pokok berupa perjanjian utang-

piutang. Selain itu, proses pembebanan hak tanggungan harus dilakukan melalui prosedur 

hukum tertentu agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memberikan kepastian 

hukum bagi para pihak. 

 Pembebanan hak tanggungan harus dilakukan melalui akta otentik yang dibuat oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Keberadaan akta tersebut memiliki fungsi penting 

sebagai alat bukti yang kuat mengenai adanya pembebanan hak tanggungan atas suatu tanah. 

Dengan demikian, secara normatif hukum telah mengatur bahwa penjaminan tanah sebagai 

jaminan utang harus dilakukan melalui mekanisme formal yang jelas. Tujuan dari pengaturan 
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tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan para pihak, serta 

mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. 

 Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 

Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menyatakan bahwa: “Pemberian Hak 

Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.”  Pendaftaran tersebut merupakan 

tahap penting dalam proses pembebanan hak tanggungan karena sejak saat didaftarkannya hak 

tanggungan tersebut maka hak tersebut dianggap telah lahir dan memiliki kekuatan hukum 

terhadap pihak ketiga. Pendaftaran ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum 

mengenai status tanah yang dijadikan sebagai jaminan. Dengan adanya sistem pendaftaran 

tersebut, masyarakat dapat mengetahui apakah suatu bidang tanah sedang dibebani dengan hak 

tanggungan atau tidak. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka melindungi kepentingan 

pihak-pihak yang mungkin akan melakukan transaksi hukum terhadap tanah tersebut. 

 Meskipun secara normatif hukum telah mengatur secara jelas mengenai prosedur 

penjaminan tanah melalui mekanisme hak tanggungan, dalam praktik kehidupan masyarakat 

sering kali ditemukan bentuk penjaminan tanah yang dilakukan secara informal. Penjaminan 

tersebut biasanya dilakukan berdasarkan hubungan kepercayaan antara para pihak, terutama 

dalam hubungan utang piutang yang terjadi di lingkungan keluarga, kerabat, maupun 

masyarakat setempat. Dalam praktik tersebut, pihak debitur sering kali menyerahkan sertifikat 

tanah atau hanya memberikan janji secara lisan bahwa tanahnya akan dijadikan sebagai 

jaminan atas utang yang diterimanya. Kesepakatan semacam ini pada umumnya tidak 

dituangkan dalam bentuk akta otentik maupun tidak didaftarkan pada kantor pertanahan 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, hubungan hukum yang 

timbul dari kesepakatan tersebut menjadi tidak memiliki kepastian hukum yang kuat. 

 Praktik penjaminan tanah berdasarkan perjanjian lisan tersebut berpotensi 

menimbulkan berbagai permasalahan hukum apabila terjadi perselisihan antara para pihak. 

Sengketa biasanya muncul ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, misalnya 

ketika debitur tidak melunasi utangnya atau ketika terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi 

kesepakatan yang telah dibuat. Dalam kondisi seperti ini, pihak yang merasa dirugikan sering 

kali mengalami kesulitan untuk menuntut haknya karena tidak adanya bukti tertulis yang dapat 

dijadikan dasar pembuktian di pengadilan. Selain itu, karena penjaminan tersebut tidak 

dilakukan melalui mekanisme hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan 

dengan Tanah, maka status hukum tanah yang dijadikan sebagai jaminan menjadi tidak jelas. 

Kondisi ini pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak serta 
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berpotensi merugikan pihak yang memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut. Ketentuan-

ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian dan penjaminan hak atas tanah pada 

dasarnya telah memberikan kerangka normatif yang cukup jelas mengenai mekanisme 

pembentukan hubungan hukum antara para pihak. Namun demikian, dalam praktik 

penerapannya masih ditemukan adanya permasalahan yang berkaitan dengan ketidakjelasan 

pengaturan atau yang sering disebut sebagai norma kabur (vague norm).  

 Norma kabur terjadi ketika suatu ketentuan hukum tidak memberikan batasan yang 

tegas mengenai makna atau ruang lingkup pengaturannya sehingga menimbulkan berbagai 

penafsiran dalam praktik. Dalam konteks perjanjian lisan yang berkaitan dengan penjaminan 

hak atas tanah, ketentuan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap keberadaan perjanjian yang dibuat 

secara sah tanpa secara tegas mensyaratkan bentuk tertulis. Kondisi ini menimbulkan ruang 

interpretasi bahwa suatu kesepakatan yang dibuat secara lisan pun dapat dianggap sah 

sepanjang memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. 

Akan tetapi, ketika perjanjian tersebut berkaitan dengan penjaminan hak atas tanah, muncul 

pertanyaan mengenai sejauh mana kesepakatan lisan tersebut dapat diakui keberlakuannya 

dalam sistem hukum yang pada sisi lain mengharuskan adanya prosedur formal tertentu. 

 Kekaburan norma tersebut semakin terlihat apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda 

yang Berkaitan dengan Tanah yang mengharuskan pembebanan hak tanggungan dilakukan 

melalui akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta didaftarkan 

pada kantor pertanahan. Dalam Pasal 10 ayat (2) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa 

pemberian hak tanggungan harus dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan. 

Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara formal hukum mensyaratkan adanya prosedur 

administratif dan pembuktian tertulis dalam proses penjaminan tanah. Namun demikian, 

undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur bagaimana kedudukan hukum suatu 

kesepakatan lisan yang menjadikan tanah sebagai jaminan utang. Ketidakjelasan ini 

menimbulkan permasalahan dalam praktik, terutama ketika terjadi sengketa antara para pihak 

mengenai status tanah yang dijadikan jaminan berdasarkan perjanjian lisan tersebut. 

 Dalam praktik kehidupan masyarakat, sengketa yang berkaitan dengan penjaminan 

tanah berdasarkan perjanjian lisan bukanlah hal yang jarang terjadi. Sebagai contoh, terdapat 

kasus yaitu pada Putusan Pengadilan No. 24/Pdt.G/2020/PN Sgm mengenai kasus utang 

piutang dengan jaminan hak atas tanah secara lisan. Hakim menolak sita jaminan namun 

mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Sgm 
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menguraikan sengketa utang piutang antara para pihak yang didasarkan pada perjanjian lisan, 

di mana tergugat menerima sejumlah uang dari penggugat dengan janji pengembalian dalam 

jangka waktu tertentu, disertai kesepakatan bahwa sebidang tanah milik tergugat akan 

dijadikan jaminan. Namun, karena tidak adanya perjanjian tertulis maupun pengikatan jaminan 

secara sah sesuai ketentuan hukum pertanahan dan jaminan kebendaan, kedudukan tanah 

tersebut menjadi lemah secara yuridis sebagai agunan. Dalam proses persidangan, penggugat 

mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek tanah tersebut guna 

menjamin pelunasan utang, tetapi majelis hakim menolak permohonan sita jaminan dengan 

pertimbangan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup kuat mengenai adanya pengikatan 

jaminan yang sah serta kekhawatiran akan timbulnya kerugian yang tidak proporsional bagi 

tergugat. Meskipun demikian, setelah menilai alat bukti berupa keterangan saksi, pengakuan 

para pihak, dan bukti transfer atau penyerahan uang, hakim berpendapat bahwa hubungan 

utang piutang tersebut terbukti secara hukum. Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat 

untuk sebagian, yakni menyatakan tergugat telah wanprestasi dan menghukum tergugat untuk 

membayar kembali sejumlah utang yang terbukti, namun tidak mengabulkan tuntutan lain yang 

tidak didukung bukti kuat, termasuk permohonan sita jaminan atas tanah. Putusan ini 

mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menilai kekuatan pembuktian perjanjian lisan 

sekaligus menegaskan pentingnya formalitas hukum dalam pengikatan jaminan atas hak atas 

tanah. 

 Permasalahan tersebut semakin kompleks apabila sengketa tersebut dibawa ke ranah 

pengadilan. Dalam proses peradilan, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum 

yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di satu sisi, hakim dapat merujuk pada ketentuan 

dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:  

 “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para 

pihak yang membuatnya.” 

 Akan tetapi di sisi lain, hakim juga harus mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang 

Berkaitan dengan Tanah yang secara tegas mensyaratkan adanya akta otentik dan pendaftaran 

dalam pembebanan hak tanggungan. Pertentangan antara prinsip kebebasan berkontrak dalam 

hukum perdata dengan persyaratan formal dalam hukum pertanahan inilah yang kemudian 

menimbulkan kekaburan norma dalam penerapan hukum. 

 Kekaburan norma tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum 

bagi masyarakat yang melakukan transaksi utang piutang dengan menjadikan tanah sebagai 
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jaminan berdasarkan perjanjian lisan. Ketidakpastian hukum ini dapat merugikan baik pihak 

kreditur maupun debitur. Bagi kreditur, kesepakatan lisan yang dijadikan dasar penjaminan 

tanah dapat menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat apabila tidak didukung 

oleh alat bukti yang memadai. Sementara itu bagi debitur, adanya kesepakatan lisan yang tidak 

diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan risiko kehilangan 

hak atas tanahnya apabila terjadi penafsiran yang berbeda mengenai isi kesepakatan tersebut. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum memberikan kebebasan kepada para pihak 

untuk membuat perjanjian, namun dalam konteks penjaminan hak atas tanah diperlukan 

pengaturan yang lebih jelas agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda dalam 

praktik. 

 Secara normatif, kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian sebenarnya telah 

diakui dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan 

bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya.” Selain itu, Pasal 1320 KUHPerdata juga hanya mensyaratkan empat syarat 

sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang 

halal, tanpa secara tegas mewajibkan bentuk tertulis. Hal ini menimbulkan penafsiran bahwa 

perjanjian lisan pun pada dasarnya sah sepanjang memenuhi syarat-syarat tersebut. Namun, di 

sisi lain, dalam konteks jaminan atas tanah, terdapat ketentuan khusus dalam Pasal 10 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa 

pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan 

sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan dalam dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan. Selanjutnya, Pasal 10 ayat 

(2) UU yang sama menegaskan bahwa pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan 

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT). 

 Kemudian Bunyi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah adalah:  

"Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak 

Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan 

merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau 

perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut" 

 Penafsiran terhadap Pasal 10 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996, khususnya pada frasa 

“dituangkan dalam perjanjian utang piutang”, menimbulkan persoalan kekaburan norma 

karena tidak adanya penjelasan yang eksplisit mengenai bentuk perjanjian yang dimaksud, 
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apakah harus tertulis ataukah dapat pula dilakukan secara lisan. Secara gramatikal, kata 

“dituangkan” cenderung mengarah pada suatu bentuk yang bersifat tertulis, namun norma 

tersebut tidak secara tegas menyebutkan kewajiban tersebut. Hal ini membuka ruang 

interpretasi yang berbeda-beda, terutama ketika dikaitkan dengan rezim hukum perdata umum 

yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

 Dalam kerangka hukum perdata, Pasal 1320 KUHPerdata hanya mensyaratkan empat 

unsur sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, 

tanpa mensyaratkan bentuk tertulis sebagai keharusan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 1338 ayat 

(1) KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi para pihak. Dengan demikian, secara normatif, hukum perdata 

Indonesia memberikan legitimasi terhadap perjanjian lisan sepanjang memenuhi keempat 

syarat tersebut. Dalam konteks ini, perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan 

sebenarnya tetap sah dan mengikat secara hukum di antara para pihak. 

 Namun, ketika masuk ke dalam rezim hukum jaminan kebendaan, khususnya hak 

tanggungan, muncul kebutuhan akan kepastian hukum dan publisitas yang lebih tinggi. Hal ini 

terlihat dari ketentuan lanjutan dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 yang secara tegas 

mensyaratkan bahwa pemberian Hak Tanggungan harus dilakukan dengan pembuatan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ketentuan 

ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hukum menghendaki adanya bentuk tertulis yang 

bersifat otentik sebagai dasar lahirnya hak jaminan atas tanah. Akan tetapi, masalahnya terletak 

pada tahap sebelumnya, yaitu pada “janji untuk memberikan Hak Tanggungan” sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), yang tidak dijelaskan secara tegas bentuknya. 

 Kekaburan norma ini kemudian menimbulkan disharmoni antara dua rezim hukum, 

yaitu hukum perjanjian umum dan hukum jaminan kebendaan. Di satu sisi, hukum perjanjian 

memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada para pihak, termasuk dalam hal bentuk 

perjanjian. Di sisi lain, hukum jaminan menuntut adanya formalitas tertentu demi melindungi 

kepentingan pihak ketiga serta menjamin kepastian hukum. Akibatnya, muncul pertanyaan 

normatif: apakah perjanjian utang piutang yang hanya dibuat secara lisan dapat dijadikan dasar 

untuk pembebanan Hak Tanggungan?  

 Secara praktis, jawaban atas pertanyaan tersebut cenderung negatif, karena tanpa 

adanya bukti tertulis, khususnya dalam bentuk akta, akan sulit untuk membuktikan keberadaan 

perjanjian pokok yang menjadi dasar lahirnya Hak Tanggungan. Selain itu, proses pembuatan 

APHT juga mensyaratkan adanya dokumen perjanjian utang piutang sebagai dasar hukum. 

Dengan demikian, meskipun secara teoritis perjanjian lisan sah menurut KUHPerdata, dalam 
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praktik pertanahan perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melahirkan 

jaminan hak tanggungan. 

 Frasa “dituangkan dalam perjanjian utang piutang” dalam Pasal 10 ayat (1) UU Hak 

Tanggungan dapat dikatakan mengandung kekaburan norma karena tidak memberikan batasan 

yang tegas mengenai bentuk perjanjian yang dimaksud. Kekaburan ini berimplikasi pada 

adanya multitafsir di kalangan akademisi maupun praktisi, serta berpotensi menimbulkan 

ketidakpastian hukum, khususnya bagi masyarakat yang melakukan perjanjian secara 

sederhana atau lisan. Dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan 

perlunya penafsiran sistematis maupun harmonisasi norma agar tidak terjadi konflik antara 

ketentuan dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Hak Tanggungan. 

 Kekaburan norma muncul karena tidak adanya sinkronisasi yang tegas antara ketentuan 

umum dalam KUHPerdata yang memperbolehkan perjanjian secara lisan dengan ketentuan 

khusus dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang mensyaratkan adanya bentuk akta 

autentik untuk pembebanan jaminan atas tanah. Di satu sisi, hukum perdata memberikan ruang 

kebebasan bentuk perjanjian, namun di sisi lain, hukum pertanahan mengharuskan formalitas 

tertentu tanpa secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian lisan terkait penjaminan tanah 

adalah tidak sah. Akibatnya, terdapat ruang abu-abu (grey area) dalam praktik, terutama pada 

tahap awal kesepakatan utang piutang yang belum dituangkan dalam bentuk akta. 

 Alasan utama norma tersebut dianggap kabur adalah karena tidak adanya ketentuan 

yang secara eksplisit melarang atau menyatakan tidak sahnya perjanjian lisan yang menjadikan 

tanah sebagai jaminan, namun pada saat yang sama mensyaratkan formalitas tertentu agar 

jaminan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga dan dapat 

dieksekusi. Dengan kata lain, perjanjian lisan dapat dianggap sah secara perdata (obligatoir), 

tetapi tidak cukup untuk melahirkan hak jaminan kebendaan (zakelijk recht) berupa Hak 

Tanggungan. Dualisme ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, terutama 

bagi pihak yang tidak memahami perbedaan antara perjanjian pokok dan perjanjian jaminan. 

Kekaburan norma ini terletak pada tidak adanya pengaturan yang secara tegas dan eksplisit 

mengenai status hukum perjanjian lisan dalam penjaminan tanah, serta tidak adanya penegasan 

batas antara sahnya perjanjian secara umum dengan keharusan formalitas dalam pembebanan 

hak jaminan. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam praktik, sehingga 

diperlukan harmonisasi dan penegasan norma dalam peraturan perundang-undangan guna 

memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi para pihak. 

 Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa masih terdapat permasalahan 

hukum yang berkaitan dengan kejelasan pengaturan mengenai penjaminan hak atas tanah 
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berdasarkan perjanjian lisan dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang memberikan pengakuan terhadap perjanjian lisan di satu sisi, 

serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 

Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang mensyaratkan prosedur formal 

dalam pembebanan jaminan tanah di sisi lain, menimbulkan ruang interpretasi yang berpotensi 

menimbulkan sengketa hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekaburan norma yang 

dapat mempengaruhi kepastian hukum dalam praktik penjaminan hak atas tanah. Diperlukan 

kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh dalam 

penyelesaian sengketa penjaminan hak atas tanah yang didasarkan pada perjanjian lisan. Atas 

dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan 

dalam sebuah tesis dengan judul “Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Penjaminan 

Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Lisan.”  

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap 

norma hukum positif yang mengatur perjanjian, penjaminan hak atas tanah, dan upaya hukum 

dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berada dalam 

ranah normatif yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, 

dan putusan pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum 

normatif dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka yang mencakup asas, sistematika, 

sinkronisasi, sejarah, dan perbandingan hukum. Untuk mendukung analisis, penelitian ini 

menggunakan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan case approach guna 

mengkaji pengaturan hukum, konsep-konsep hukum, serta penerapan norma oleh hakim dalam 

sengketa penjaminan hak atas tanah berdasarkan perjanjian lisan (Marzuki, 2021; Ibrahim, 

2012; Mertokusumo, 2019). (Soekanto & Mamudji, 2015; Marzuki, 2021; Ibrahim, 2012; 

Mertokusumo, 2019). 

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR, RBg, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, 

artikel ilmiah, dan pendapat para ahli, seperti R. Subekti, Boedi Harsono, Sudikno 

Mertokusumo, M. Yahya Harahap, Philipus M. Hadjon, dan Satjipto Rahardjo, sedangkan 
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bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia 

hukum, serta sumber resmi peraturan dan putusan pengadilan. Pengumpulan bahan hukum 

dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) secara sistematis untuk memperoleh 

data yang relevan dan mendukung analisis penelitian. (Harahap, 2017; Hadjon, 2011; Rahardjo, 

2009). 

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yuridis melalui penelaahan dan 

penafsiran terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menjawab permasalahan 

penelitian. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara ketentuan mengenai keabsahan 

perjanjian lisan dan pengaturan penjaminan hak atas tanah, sehingga dapat diidentifikasi 

adanya konflik norma, kekosongan hukum, maupun ketidakharmonisan pengaturan. Penelitian 

ini menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menemukan 

makna serta tujuan norma hukum yang berlaku. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan 

Sudikno Mertokusumo bahwa penafsiran hukum merupakan sarana utama dalam menemukan 

hukum ketika norma tertulis belum memberikan jawaban yang jelas, serta pendapat Peter 

Mahmud Marzuki yang menegaskan bahwa analisis bahan hukum bertujuan membangun 

argumentasi hukum yang tepat berdasarkan norma dan doktrin yang berlaku. (Mertokusumo, 

2019; Marzuki, 2021). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Karakteristik dan Proses Penyelesaian Sengketa Penjaminan Hak Atas Tanah Melalui 

Litigasi 

Karakteristik sengketa penjaminan hak atas tanah melalui litigasi berakar pada hubungan 

hukum antara kreditur dan debitur yang menjadikan tanah sebagai objek jaminan. Sengketa 

umumnya muncul akibat wanprestasi, ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian, atau 

permasalahan keabsahan pengikatan jaminan. Dalam penyelesaiannya, proses litigasi 

menitikberatkan pada pembuktian yang kuat, terutama melalui dokumen seperti sertifikat hak 

atas tanah, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dan perjanjian kredit. Litigasi diawali 

dengan pengajuan gugatan ke pengadilan, dilanjutkan dengan tahap pembuktian, pemeriksaan 

perkara, hingga pelaksanaan putusan. Kompleksitas sengketa semakin meningkat ketika 

terdapat perlawanan dari debitur, gugatan pihak ketiga, maupun upaya hukum lanjutan seperti 

banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sehingga menuntut penerapan prinsip kepastian 

hukum, kehati-hatian, dan keadilan dalam setiap tahap penyelesaian.  

Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum, penyelesaian sengketa penjaminan hak atas 

tanah melalui litigasi merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang bertujuan 
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memberikan kepastian dan keadilan setelah terjadinya pelanggaran hak. Sistem peradilan 

menyediakan ruang yang setara bagi kreditur dan debitur untuk mempertahankan 

kepentingannya melalui mekanisme pembuktian dan pemeriksaan yang adil. Hak preferen 

kreditur sebagai pemegang jaminan tetap dilindungi, sementara debitur juga memperoleh hak 

untuk mengajukan pembelaan apabila terdapat pelanggaran prosedur atau cacat hukum dalam 

pelaksanaan jaminan. Meskipun menghadapi tantangan berupa lamanya proses peradilan, 

biaya yang tinggi, dan kompleksitas prosedur, litigasi tetap memiliki peran penting sebagai 

sarana law enforcement yang menjamin kepastian hukum, melindungi hak para pihak, serta 

menjaga stabilitas hubungan hukum di bidang pertanahan. 

Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi dalam Memberikan Perlindungan Hukum 

 Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan salah satu indikator penting dalam 

menilai sejauh mana sistem peradilan mampu memberikan perlindungan hukum bagi para 

pihak yang bersengketa. Litigasi sebagai mekanisme formal yang dijalankan melalui lembaga 

peradilan memiliki legitimasi yang kuat karena didasarkan pada hukum positif dan dijalankan 

oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Dalam konteks negara hukum, keberadaan proses 

litigasi menjadi instrumen utama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara, 

terutama ketika terjadi pelanggaran atau sengketa yang membutuhkan kepastian hukum yang 

mengikat. 

 Secara konseptual, litigasi tidak hanya diukur dari kemampuan pengadilan dalam 

memutus perkara, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan keadilan, 

kepastian, dan kemanfaatan hukum. Tiga nilai dasar hukum tersebut menjadi parameter utama 

dalam menilai kualitas perlindungan hukum yang diberikan melalui proses litigasi. Apabila 

suatu putusan hanya memberikan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan rasa keadilan, 

maka efektivitasnya dapat dipertanyakan, begitu pula sebaliknya. 

 Litigasi sebagai sarana penyelesaian sengketa memiliki karakteristik formal, 

prosedural, dan mengikat. Prosesnya dimulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan perkara, 

pembuktian, hingga putusan hakim. Setiap tahapan tersebut diatur secara rinci dalam hukum 

acara, baik perdata maupun pidana. Keberadaan prosedur yang ketat ini bertujuan untuk 

menjamin fairness dan due process of law, sehingga setiap pihak memiliki kesempatan yang 

sama untuk membela haknya di hadapan hukum. 

 Dalam praktiknya, litigasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pembuktian yang diajukan 

oleh para pihak. Sistem pembuktian dalam hukum Indonesia menganut prinsip bahwa siapa 

yang mendalilkan, maka ia yang harus membuktikan. Keberhasilan suatu pihak dalam litigasi 

sangat bergantung pada kekuatan alat bukti yang dimilikinya. Hakim sebagai pihak yang 
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menilai pembuktian memiliki peran sentral dalam menentukan apakah suatu dalil dapat 

diterima atau ditolak. 

 Independensi dan integritas hakim juga menjadi faktor krusial dalam menentukan 

litigasi. Hakim yang bebas dari intervensi dan memiliki integritas tinggi akan mampu 

menghasilkan putusan yang objektif dan adil. Sebaliknya, apabila terdapat praktik korupsi, 

kolusi, atau intervensi dalam proses peradilan, maka perlindungan hukum yang diharapkan dari 

litigasi menjadi tidak optimal. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas litigasi tidak hanya 

bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada kualitas aparat penegak hukum. 

 Litigasi juga berkaitan erat dengan akses terhadap keadilan (access to justice). Tidak 

semua masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses pengadilan, baik karena 

keterbatasan ekonomi, kurangnya pengetahuan hukum, maupun faktor geografis. Meskipun 

litigasi secara normatif memberikan perlindungan hukum, dalam praktiknya tidak semua pihak 

dapat merasakan manfaatnya secara maksimal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam 

mewujudkan sistem peradilan yang inklusif. 

 Proses litigasi seringkali dianggap memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak 

sedikit. Proses yang berlarut-larut dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum karena 

pihak yang dirugikan harus menunggu dalam waktu yang lama untuk mendapatkan keadilan. 

Selain itu, biaya perkara yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi masyarakat, khususnya 

golongan ekonomi lemah, untuk memperjuangkan haknya melalui jalur litigasi. Namun 

demikian, kelebihan utama dari litigasi adalah adanya kekuatan hukum tetap (inkracht van 

gewijsde) dari putusan pengadilan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki daya 

paksa yang dapat dieksekusi oleh negara. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum yang 

tidak dimiliki oleh mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Dengan demikian, litigasi 

tetap menjadi pilihan utama dalam sengketa yang membutuhkan kepastian dan kekuatan 

hukum yang mengikat. 

 Litigasi dalam memberikan perlindungan hukum juga dapat dilihat dari kemampuannya 

dalam menciptakan preseden atau yurisprudensi. Putusan pengadilan, terutama dari pengadilan 

tingkat tinggi, seringkali menjadi rujukan bagi perkara serupa di masa mendatang. Dengan 

demikian, litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga berkontribusi 

dalam perkembangan hukum dan memberikan kepastian hukum yang lebih luas bagi 

masyarakat. Efektivitas penyelesaian sengketa melalui litigasi dalam memberikan 

perlindungan hukum merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, termasuk kualitas regulasi, 

profesionalisme aparat penegak hukum, akses terhadap keadilan, serta kondisi sosial 

masyarakat. Litigasi sebagai instrumen formal tetap memiliki peran yang sangat penting dalam 
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sistem hukum, namun efektivitasnya harus terus ditingkatkan melalui reformasi peradilan agar 

mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. 

 Penyelesaian sengketa melalui litigasi juga tidak dapat dilepaskan dari aspek 

pelaksanaan putusan (eksekusi) yang merupakan tahap akhir dari proses peradilan. Putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya harus dapat dilaksanakan secara 

nyata guna memberikan perlindungan hukum yang sesungguhnya kepada pihak yang 

dimenangkan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi seringkali menghadapi 

berbagai hambatan, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis, seperti adanya perlawanan 

dari pihak yang kalah, keterbatasan aparat, hingga persoalan administratif. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa efektivitas litigasi tidak hanya berhenti pada tahap putusan, melainkan 

juga pada sejauh mana putusan tersebut dapat direalisasikan secara konkret. 

 Dalam menilai litigasi, perlu diperhatikan pula prinsip peradilan yang sederhana, cepat, 

dan biaya ringan sebagaimana menjadi asas fundamental dalam sistem peradilan. Prinsip ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa proses litigasi tidak menjadi beban yang berlebihan bagi 

para pencari keadilan. Akan tetapi, dalam praktiknya, asas tersebut seringkali belum 

sepenuhnya terwujud, mengingat banyak perkara yang membutuhkan waktu panjang untuk 

diselesaikan, bahkan hingga bertahun-tahun. Hal ini berimplikasi pada berkurangnya tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa 

yang efektif. 

 Litigasi juga berkaitan erat dengan kualitas regulasi yang mengatur mekanisme 

penyelesaian sengketa. Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, multitafsir, atau 

bahkan tumpang tindih dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada 

proses litigasi. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum 

(rechtvinding) guna mengisi kekosongan atau menafsirkan norma yang tidak jelas kemudian 

kualitas legislasi menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas litigasi sebagai sarana 

perlindungan hukum. 

 Litigasi juga memiliki keunggulan apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa 

secara non litigasi, seperti mediasi, negosiasi, maupun arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui 

jalur non litigasi memang cenderung lebih cepat dan fleksibel, namun hasil yang diperoleh 

sering kali bergantung pada itikad baik para pihak. Dalam praktiknya, tidak semua pihak 

memiliki kesediaan untuk melaksanakan hasil kesepakatan secara sukarela, sehingga 

berpotensi menimbulkan sengketa baru. Berbeda dengan litigasi yang menghasilkan putusan 

pengadilan bersifat mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga memberikan 

kepastian hukum yang lebih jelas bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, banyak 
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masyarakat lebih memilih jalur litigasi ketika sengketa yang terjadi menyangkut hak-hak 

penting yang membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum secara formal. 

 Selain itu, litigasi dinilai lebih mampu menjamin keadilan substantif karena proses 

pemeriksaannya dilakukan secara terbuka, berdasarkan alat bukti, serta diputus oleh hakim 

yang memiliki kewenangan negara. Putusan pengadilan juga dapat menjadi yurisprudensi yang 

berguna sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara serupa di kemudian hari. Salah satu 

contoh dapat dilihat dalam putusan kasus sengketa perdata wanprestasi pada Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1794 K/Pdt/2004, di mana pengadilan 

memberikan kepastian hukum terhadap hak pihak yang dirugikan melalui putusan yang 

berkekuatan hukum tetap. Keberadaan putusan tersebut menunjukkan bahwa litigasi tidak 

hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang 

lebih pasti dibandingkan penyelesaian non litigasi yang sering kali hanya berakhir pada 

kesepakatan damai tanpa kekuatan eksekutorial yang kuat. 

 Peran advokat sebagai pendamping hukum bagi para pihak juga sangat menentukan 

efektivitas litigasi. Advokat tidak hanya bertugas untuk membela kepentingan kliennya, tetapi 

juga berperan dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum yang berlaku. Profesionalisme dan kompetensi advokat dalam menyusun 

argumentasi hukum serta menghadirkan alat bukti yang relevan akan sangat memengaruhi hasil 

akhir dari suatu perkara. Dengan demikian, kualitas bantuan hukum yang diberikan menjadi 

salah satu faktor penting dalam menjamin perlindungan hukum melalui litigasi. 

 Litigasi memiliki keunggulan dalam memberikan perlindungan yang bersifat represif, 

yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Melalui putusan 

pengadilan, pihak yang dirugikan dapat memperoleh pemulihan hak, baik dalam bentuk ganti 

rugi, pemulihan keadaan, maupun bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Namun demikian, litigasi cenderung kurang efektif dalam memberikan perlindungan 

yang bersifat preventif, karena sifatnya yang reaktif terhadap sengketa yang telah terjadi. 

 Efektivitas litigasi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dalam 

sistem peradilan, seperti penerapan sistem peradilan elektronik (e-court). Digitalisasi proses 

peradilan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi 

masyarakat. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi perkara menjadi lebih cepat dan 

mudah, serta memungkinkan para pihak untuk mengakses informasi perkara secara daring. 

Meskipun demikian, penerapan teknologi ini juga menghadapi tantangan, terutama terkait 

dengan kesiapan infrastruktur dan literasi digital masyarakat. Efektivitas litigasi dalam 

memberikan perlindungan hukum juga harus dilihat dalam konteks budaya hukum masyarakat. 
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Tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat memengaruhi 

keberhasilan proses litigasi. Dalam masyarakat yang memiliki budaya hukum yang tinggi, 

putusan pengadilan cenderung lebih mudah diterima dan dilaksanakan. Sebaliknya, dalam 

masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum, putusan pengadilan seringkali diabaikan 

atau bahkan dilawan, sehingga menghambat efektivitas perlindungan hukum. 

 Tidak dapat dipungkiri bahwa litigasi juga memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan 

sengketa yang bersifat kompleks atau melibatkan hubungan sosial yang sensitif. Dalam 

beberapa kasus, penyelesaian melalui litigasi justru dapat memperburuk hubungan antara para 

pihak, karena sifatnya yang adversarial atau saling berhadapan. Menurut konteks tertentu, 

litigasi perlu dipadukan dengan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif guna mencapai 

hasil yang lebih optimal dan berkeadilan. Efektivitas litigasi dalam memberikan perlindungan 

hukum juga dapat dianalisis dari perspektif keadilan substantif. Putusan pengadilan yang hanya 

berorientasi pada aspek formal tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan keadilan substantif 

dapat menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Hakim dituntut untuk tidak hanya berpegang 

pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam 

masyarakat dalam setiap putusannya. 

 Dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa melalui litigasi dalam 

memberikan perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang kompleks dan 

multidimensional. Litigasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi 

juga sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Namun, untuk 

mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan sinergi antara berbagai faktor, termasuk kualitas 

hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masyarakat. Tanpa 

adanya perbaikan secara menyeluruh, litigasi berpotensi kehilangan perannya sebagai sarana 

utama dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan efektif.  

 

4. KESIMPULAN  

Kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian perjanjian penjaminan hak atas tanah 

secara lisan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif hukum perdata Indonesia pada 

prinsipnya mengakui keberadaan perjanjian lisan sebagai perjanjian yang sah sepanjang 

memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun 

demikian, dalam konteks penjaminan hak atas tanah, kedudukan perjanjian lisan menjadi lemah 

karena tidak memenuhi aspek formalitas yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, 

khususnya yang berkaitan dengan hukum jaminan kebendaan seperti Hak Tanggungan yang 

mensyaratkan adanya akta otentik. Akibatnya, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan 
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eksekutorial dan tidak memberikan kepastian hukum yang memadai bagi para pihak. Dari sisi 

pembuktian, perjanjian lisan memiliki kekuatan pembuktian yang sangat terbatas karena 

bergantung pada alat bukti lain seperti saksi, persangkaan, maupun pengakuan, sehingga rentan 

menimbulkan sengketa dan kesulitan dalam proses pembuktian di pengadilan. 

 Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi terhadap penjaminan hak atas tanah 

berdasarkan perjanjian lisan, dapat disimpulkan bahwa proses litigasi merupakan mekanisme 

formal yang memberikan ruang bagi para pihak untuk memperoleh kepastian hukum melalui 

putusan pengadilan. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa yang bersumber dari 

perjanjian lisan cenderung menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembuktian dan 

lamanya proses peradilan. Meskipun demikian, litigasi tetap memiliki peran penting dalam 

memberikan perlindungan hukum, khususnya melalui penerapan asas keadilan, kepastian, dan 

kemanfaatan hukum oleh hakim. Efektivitas penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat 

bergantung pada kemampuan hakim dalam menilai alat bukti secara komprehensif dan objektif, 

sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil bagi para pihak meskipun dasar perjanjiannya 

tidak tertulis.  
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